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Belum Berikan Kesejahteraan

UU Guru & Dosen Segera Diamandemen

UNDANG-Undang (LU} Nomor
14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen akan direvisi. Regulasi
yang telah berusia dua dekadz itu
dlinilai behum mampu memberikan
kesejahteraan dan perlindungan
maksimal bagi guru dan dosen.

Angaota Badan Legislasi {Ba
leg) DPR Sugiat Santoso menye
but, adatiga persoalan mendasar
dalam revis UU Guru dan Do
sen. Pertama, kesejahteraan guru
swasta. Kedua, ketidakefektifan
tata kelola institusi pendidikan.
Ketiga. perlindungan profesi
puru dari kriminalisasi.

"Kita perlu tegaskan dan kon
sistenkan untuk menuntaskan
tiga persaalan ini," tegasnya.

Sugiat menilai kesenjangan
besar antara guru negeri dan
pury swasta masth erjadi, Guru
negeri memiliki siruktur peng
hasilan yang lebih jelas. semen
tara hanyak guru swasta masih
mengrima honor sangat rendah
dan tidak memiliki gaiji pokok.

“Lpah mereka diperoleh atas
kebijakan keuangan dari yayas
an yang dihitung dari jumlah jam
berdiri di kelas,” kata anggota
Fraksi Gerindra ini,

la mencontohkan di daerah
pemilibannya di Sumatera Utara
(Sumut), masih ada gur swasha
yang menecima gaji hanya Rp 600
ribu untuk enam bulan mengajar.
Di sekolah negeri pun masalsh
serupa terjadi pada gurupuru
hongrer.

“Mereka terkadang digaji ha
nya Rp 300 ribu hingga Rp 600
ribu per bulan dengan menyesuat
kan dana Bantuan Operasianal
Sekolah (BOS)." ungkapnya.

Karena itu, Sugiat menekar:
kan revisi undang-undang harus
memuat skema tegas mengenai
standar pengupahan yang adil
biagi guru dan dosen swasta agar
tidak bergantung pada kebijakan
sepihak sekolah ata yavasan.
*Harus ada gaji minimum nasi-
aral, provinsi, atau daerah uniuk
AU SWasta,  legasnya.

Ia juga memyoroti ketimpang
an tata kelola pendidikan antara
Kementerian Agama (Kemenag)
dan Kementerian Pendidikan
Dasar dan Menengah (Kemen
dikddasmen). Kemenag memiliki
struktur birokrasi kuat hingga
tingkat madrasah itidaiyah (se
tara S0, sehingza pengelolaan

Sugiat Santoso

purt lebih terarah,

Sehaliknya, Kemendikdasmen
tidak memiliki otoritas lang
sung terhadap guro S0, SMP.
dan SMA, karena pengelolaan
tenaga pendidik berada di bawah
kewenangan Pemeriniah Daerah
(Pemda). SD dan SMP berada di
awah kabupaten/kota, sementara
SMA berada di tinghat provinsi

Pengelolaan pendidikan yang
terdesentralisasi ini. lanjutmya,
menghadirkan nuansa politik
yang kuat karena institusi seko
lah secara tidak langsung ha
rus tunduk pada kepala daerah.

Kepala sekolah dipilih kepala
daerah melalui dinas pendidikan.

“Hal ini yang membuat mere
kn kerap diharuskan terlibat
dalam politik elektoral pada
momen Pilkada,” ujarmya.

la menekankan perlunya per
lindungan hukum yang jelas
kepada guru saat menjalankan
tugas. Ketentuan perlindungan
profesi, katanya, hatus dican
tumban secara eksplisit dalam

' undang undang agar praktik

riminalisasi tidak terulang.

“Tidak boleh ada kriminali
sast. tidak boleh ujuk-ujuk orang
tua memidanakan guru,” kata
dia.

Angpota Komisi X DPR, Ab
dul Fikri Fagih, menanibahkan
pibaknya sedang mematangkan
reformasi legislast besar di sek
tor pendidikan nasional dengan
menggabungkan tiga undang
undang: U Sistem Pendidikan
Nasional (Sisdiknas), UU Gura
dan Dosen, serta UL Pendidikan
Tingg.

Konsolidasi regulast ini beriu

juian merangkum seluruh dina

mika dan persnalan pendidikan

yang sebelumnya diatur erpisab.

“Sekaligus menjadikan isu
pelindungan dan peningkatan
kualitas guru sebagai fokus
wiama," jelas Fiki.

la menegaskan peningkatan
kualitas dan kompetensi pendi
dik merupakan isu yang tidak
bisa ditunda sehingga membu
fubkan evaluasi menyeluruh dari
seluruh pemangku kepentingan.

Sementara i, Menteri Agama
(Menag) Nasaruddin Umar
mengatakan, pihaknya telah
mendarang revisi UU Guru dan
Dosen di DPR. Tujuannya, agar
fiak ada lagi perbedaan hak dan
akses antara gury umum dan
gury agama, Khususnya untuk
program pendidikan profesi
dosen.

*Pendidikan profesi ini pent
ing bagi para dusen. Soalnya
menjadi syarat ulama mendapat
kan turgjangan sertifikasi dosen,”
kata Nasaruddin dalam kete
rangannya, Selasa (25/11/2025),

Nasaruddin menambahkan, ke
depan tidak boleh ada perbedaan
lagi antara gury madrasah dan
guru SD.  Inilah keadilan sosial,
sama-sama anak bangsa, " pung
kasmya. mTIF
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